
 

 
 

 
 

 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 
NOMOR 72 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 
 

Menimbang : a. bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 
perlu dilaksanakan efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab; 

 
  b. bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 

perlu mengatur kewenangan pelaksana harian dan pelaksana 
tugas dalam pengelolaan penganggaran; 

 
  c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 Tentang 

Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah belum 

memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah sehingga 
perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali; 

 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huru b dan huruf c perlu menetapakan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 85 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1645); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN 

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 
 

Pasal I 
Ketentuan huruf A BAB I sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 85) 

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercntum dalam 
Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
 

 

Ditetapkan di Langgur 
pada tanggal 4 Desember 2023 

 
PENJABAT BUPATI MALUKU 

TENGGARA, 
 

Cap/ttd 
 

JASMONO 
 
 

 
 

Diundangkan di Langgur 
pada tanggal 4 Desember 2023 
 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, 

 
Cap/ttd 

 
NICODEMUS UBRO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 72 
 

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

DEBBIE P. J. BUNGA, SH 
PEMBINA VI.a 

NIP. 19781220 200804 2 001 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 

NOMOR 72 TAHUN 2023 
TENTANG  

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

 

BAB I 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 
Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan 

daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan 

tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan 
informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Bupati ini, 
disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang 

menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam 
setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. 
Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya 

masing- masing sebagai berikut: 
 

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai 

kewenangan: 
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama; 
c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD; 
d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh 
Daerah dan/atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan KPA; 

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 
Pengeluaran; 

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah; 
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

Utang dan Piutang Daerah; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling 

sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, 
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bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan 
operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi 

bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang 
diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

4. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian 
atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah 
kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem 

pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan 
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan 

menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan 
ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas: 
a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah; 

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c. kepala SKPD selaku PA. 

6. Pejabat Perangkat Daerah yang memperoleh Wewenang melalui 
Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau 

Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada 
perubahan status hukum pada alokasi anggaran. 

7. Pejabat Perangkat Daerah yang memperoleh Wewenang melalui 

Mandat tanggungjawab kewenangan tetap pada pemberi mandat.  
 

 
PENJABAT BUPATI MALUKU 

TENGGARA, 
 
Cap/ttd 

 
JASMONO 

 


